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ABSTRAKPenerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan trafficking di Pengadilan Negeri Binjaimemiliki dasar hukum dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku sesuai denganUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut mengatur mengenai sanksi hukumnya. Majelis Hakim dalampertimbangannya melihat fakta hukum dan alat bukti serta unsur-unsur dakwaan yangdiajukan Jaksa Penuntut Umum. Hambatan dalam proses persidangan tindak pidanaperdagangan orang tidak ada, tetapi Majelis Hakim mengupayakan menggali keterangansaksi. Terkait peran masyarakat, masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenaiUndang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Usaha menanggulangi kejahatanperdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagiperdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukankonsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan semuapihak lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan denganefektif. Adanya usaha bersama dari berbagai elemen diharapkan dapat menanggulangipermasalah trafficking ini.Kata Kunci : Sanksi, Pelaku, Trafficking
ABSTRACT
The application of legal sanctions against the perpetrators of trafficking have a basic in
application of legal sanctions against the perpetrators of crimes in the District Court Binjai is in
accordance with Law 21 of the year 2007 on  The Eradication of The  Criminal Act of Trafficking
in Person. The law regulates legal sanctions. The judges in consideration of the fact the law and
evidence and the elements of the charges filed public prosecutor. Obstacles in the trial process of
trafficking in persons do not exist, but the judges seek to dig information from witnesses. Related
to the role of society, people are still many who do not understand the Law on Trafficking. The
effort for preventing the trafficking need a big and long time resources, it is because trafficking
is a organizer and transnational crime. Need a consolidation between of the government
elements and then another element to give an effective solving. With working together from all
of the elements it hope can solve the trafficking problem.
Keywords: Sanction, Actor, Trafficking
I. PendahuluanPerdagangan orang dalam sejarahIndonesia pernah ada melalui perbudakanatau penghambatan. Masa kerajaan-kerajaandi Jawa, perdagangan orang, yaituperempuan pada saat itu merupakan bagianpelengkap dari sistem pemerintahan feodal.
Pada masa itu konsep kekuasaan rajadigambarkan sebagai kekuasaan yangsifatnya agung dan mulia.kekuasaan rajatidak terbatas, Hal ini tercermin daribanyaknya selir yang dimilikinya. Beberapaorang dari selir tersebut adalah putribangsawan yang diserahkan kepada raja
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sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalahpersembahan dari kerajaan lain dan ada jugaselir yang berasal dari lingkunganmasyarakat bawah yang dijual ataudiserahkan oleh keluarganya dengan maksudagar keluarga tersebut mempunyaiketertarikan dengan keluarga istana,sehingga dapat meningkatkan statusnya.Perempuan yang dijadikan selir berasal daridaerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda.1Koentjoro mengidentifikasi ada 11Kabupaten di Jawa yang dalam sejarahterkenal sebagai pemasok perempuan untukkerajaan dan sampai sekarang daerahtersebut masih terkenal sebagai pemasokperempuan untuk diperdagangkan, daerahtersebut adalah Jawa Barat (Indramayu,Karawang, Kuningan), Jawa Tengah (Pati,Jepara, Wonogiri), Jawa Timur (Blitar,Malang, Banyuwangi, Lamongan).2Pada Kota Bali juga terjadi halsebagaimana disebut di atas, misalnyaseorang janda dari kasta rendah tanpadukungan yang kuat dari keluarganya, secaraotomatis menjadi milik raja. Apabila rajamemutuskan tidak mengambil dan masuk kelingkungan istana, maka dia akan dikirim keluar kota untuk menjadi pelacur dansebagian penghasilannya harus diserahkankepada raja secara teratur. Perlakuanterhadap orang, yaitu perempuan sebagaibarang dagangan tidak terbatas di Jawa saja,tetapi kenyataannya juga di seluruh Asia.3Pada Prositution in Colonial Javadalam DP Chandler and M.C. Ricklefs bahwaprostitusi di Indonesia mengalamipuncaknya sekitar tahun 1811, yaitu padasaat pembangunan jalan dari Anyer –Panarukan dan dilanjutkan pembangunanjalan dan stasiun kereta api oleh Deandels.Pada masa sekarang juga masih terjadi dimana lokalisasi prostitusi dekat stasiunkereta api. Perkembangan postitusi keduaadalah tahun 1870 ketika pemerintah
1 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan
Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),halaman 12 Terence H. Hull, Endang S., Gavin W.Jones, Pelacuran di Indonesia, cetakan I, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1997), halaman 1-23 Ibid, halaman 3
Belanda melakukan privatisasi perkebunanatau Kultur stelsel.4Pada periode penjajahan Jepang,perdagangan orang berbentuk kerja rodi dankomersial seks terus berkembang. Selainmemaksa perempuan pribumi menjadipelacur, Jepang juga membawa banyakperempuan ke Jawa dari Singapura,Malaysia, dan Hongkong untuk melayaniperwira tinggi Jepang. Hartono danJuliantoro menemukan berbagai cararekrutmen dalam perdagangan orangkhususnya perempuan, yaitu :1. Melalui saluran-saluran resmi yang digagas Jepang, di mana perempuandiperas tanaganya dalam pekerjaanmisal seperti menjadi pembantu rumahtangga, pemain sandiwara atau sebagaipelayanan restoran;2. Melalui jalur resmi aparatpemerintahan, seperti para carik, Bayandan Lurah dikerahkan untukmengumpulkan perempuan desa.Pendekatan yang dipergunakan olehaparat desa adalah cara kekeluargaan,sehingga dalam proses pemberangkatantidak banyak persoalan. Merekadijanjikan untuk mendapatkanpekerjaan yang menghasilkan uanguntuk membantu kehidupan keluarga.Padahal, perempuan tersebut dijadikan
Jugun lantu yaitu wanita penghibur baikuntuk kalangan militer maupun sipilJepang. Mereka dikirim sampai keKalimantan atau bahkan ke pulau lainyang asing bagi mereka.5Perdagangan orang yang mayoritasperempuan dan anak, merupakan jenisperbudakan pada era modern ini merupakandampak krisis multi dimensional yangdialami Indonesia. Pada pemberitaan saat inisudah dinyatakan sebagai masalah globalyang serius dan bahkan telah menjadi bisnisglobal yang telah memberikan keuntungan
4 Kuntjoro, Memahami Pekerja Seks
sebagai Korban Penyakit Sosial, cetakan pertama,(Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004),Jurnal Perempuan No. 36 Juli 20045 Sulistyowati Irrianto dkk., Perdagangan
Perempuan dalam Jaringan Pengedar Narkotik,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005),halaman 22-23
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besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktupraktik perdagangan orang semakinmenunjukan kualitas dan kuantitasnya.Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) jutamanusia diperdagangkan dan sebagianbesarnya adalah perempuan dan anak.6Tahun 2005, ILO Global Report on Forced
Labour memperkirakan hampir 2,5 jutaorang dieksploitasi melalui perdaganganorang menjadi buruh di seluruh dunia, danlebih dari setengahnya berada di wilayahAsia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak.7Menurut Protocol to Prevent, Supress
and Punish Trafficking in Persons, Especially
Women and Children, supplementing to the
United Nations Convention Againts
Transnational Organized Crime selanjutnyadisebut dengan Protokol Trafficking padaPasal 3 mendefinisikan trafficking(perdagangan) manusia adalah sebagaiberikut:8a. Trafficking (perdagangan) manusiaadalah rekruitmen, transportasi,transfer, penampungan ataupenerimaan orang, dengan ancamanatau penggunaan kekuatan atau bentuk-
6 Rachmat Syafaat, Dagang Manusia,(Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), halaman1 7 Departemen Kehakiman AS, KantorPengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja SamaLuar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI(Pusdiklat), Perdagangan Manusia dan Undang-
Undnag Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan
yang Efektif, 2008, halaman 338 Protokol untuk Mencegah, Menekandan Menghukum Perdagangan Manusia,Khususnya Perempuan dan Anak, suplemenKonvensi PBB Menentang KejahatanTransnasional Terorganisir, Pasal 3 (a), mulaiberlaku pada tanggal 25 Desember 2003 dalamKoalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi SeksualKomersial Anak, Op. Cit, hal 43. Lihat juga padaLampiran I Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentangRencana Aksi Nasional Penghapusan EksploitasiSeksual Komersial Anak. Definisi ini juga dipakaidi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang dan Undang-Undang No. 14Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untukMencegah, Menindak dan MenghukumPerdagangan Orang Terutama Perempuan danAnak-Anak.
bentuk pemaksaan lainnya, penculikan,penipuan, pemerdayaan,penyalahgunaan kekuasaan atauketergantungan atau dengan pemberianatau penerimaan pembayaran atauimbalan lain dalam memperolehpersetujuan dari seseorang yangmemiliki kendali atas orang lainnya,untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasisetidak-tidaknya akan meliputieksploitasi dalam bentuk pemelacuranorang lain atau dalam bentuk-bentukeksploitasi seksual lainnya, kerja ataupelayanan paksa, perbudakan ataupraktek-praktek yang menyerupaiperbudakan, penghambaan danpengambilan organ tubuh.b. Rekruitmen, transportasi, transfer,penampungan atau penerimaan seoranganak untuk tujuan eksploitasi akandianggap sebagai “trafficking(perdagangan) manusia, bahkan apabilahal tersebut tidak melibatkan cara-carasebagaimana dipaparkan dalam subparagraph (a) dalam pasal ini.c. Anak berarti setiap orang yang umurnyabelum mencapai delapan belas tahun.Dilihat dari ketentuan pasal di atas,sudah bisa dikategorikan sebagai trafficking(perdagangan) anak untuk tujuan seksualapabila terdapat unsur-unsur:1. Rekruitmen, transportasi, transfer,penampungan atau penerimaan atasseseorang yang umurnya belummencapai tujuh belas tahun; dan2. Untuk tujuan eksploitasi denganmenjerumuskan ke dalam prostitusiatau dalam bentuk-bentuk eksploitasiseksual lainnya.Walaupun tidak selalu terkandungunsur-unsur ancaman atau penggunaankekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaanlainnya, penculikan, penipuan danpemerdayaan.Menurut protokol traffickingtersebut, ciri-ciri utama dari definisiinternasional adalah seperti yang tertera dibawah ini:9
9 Koalisi Nasional PenghapusanEksploitasi Seksual Komersial Anak, Memperkuat
Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak:
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1. Protokol trafficking tersebut secara jelasmenyebutkan sejumlah aktifitas dalamrantai trafficking yang harusdikriminalkan menurut hukum nasionaldimana tujuan terakhirnya adalaheksploitasi.Hal yang termasuk aktifitas-aktifitasini yaitu perekrutan, pengangkutan,pemindahan, penampungan, ataupenerimaan orang dewasa atau anak-anak.Dalam Protokol Trafficking aktifitas-aktifitasdi atas dapat ditafsirkan sebagai berikut:a. Perekrutan ditafsirkan terkait denganpencarian dan pengerahan fisik satuanak atau lebih dengan tujuan utama
trafficking untuk eksploitasi.b. Pengangkutan ditafsirkan terkaitdengan cara-cara dimana anak-anakdipindahkan dari satu tempat ke tempatyang lain.c. Pemindahan ditafsirkan mengacu padaproses pemindahan anak-anak dari satutempat ke tempat yang lain.Pemindahan tersebut tidak harusmenggunakan alat transportasi.d. Penampungan ditafsirkan terkaitdengan proses penyembunyian anak-anak yang menjadi korban trafficking(biasanya dalam jangka waktu yangpendek) oleh seseorang atau orang-orang sampai dibuat kesepakatan untukpemindahan atau pengangkutan parakorban tersebut oleh orang lain.e. Penerimaan ditafsirkan mengacu padatindakan dimana seseorang menjadipemilik dari seorang anak yangdiperdagangkan.2. Definisi dalam Protokol Traffiking yangmenggambarkan proses yang mengarahpada eksploitasi sangat penting(walaupun eksploitasi akhir yangdirencanakan tersebut tidak terjadi).Penting untuk membuktikan maksudeksploitasi yang sekecil-kecilnya gunamelakukan sebuah penuntutan atasperdagangan manusia. Oleh karena itu,perundang-undangan yang dirancang sesuaidengan syarat-syarat Protokol Traffickingtersebut memungkinkan fleksibilitas dalammelakukan maksud tersebut. Bahkan jika
Panduan Praktis, (Medan: Restu PrintingIndonesia, 2010), halaman 44-46
tidak ada eksploitasi aktual yang dapatditetapkan, maka semua orang yang beradadalam rantai trafficking tersebut akan masukdalam aksesoris kejahatan mereka.3. Protokol Trafficking tersebutmempertimbangkan anak-anak sebagaikorban trafficking pada saat merekamulai direkrut, diangkut, dipindahkan,ditampung atau diterima untuk tujuaneksploitasi.Hal tersebut meskipun untuk kasusseseorang yang telah dewasa definisi
trafficking internasional tersebutmembutuhkan penggunaan kebohongan ataupenipuan, tetapi hal ini tidak berlaku jikakorban tersebut adalah seorang anak yangberusia dibawah 18 tahun. Izin dari anakatau cara yang dipakai untuk mendapatkanizin tersebut, dianggap tidak relevansepanjang tujuan umum operasi tersebutadalah untuk mengeksploitasi anak tersebut.4. Protokol Trafficking tersebut walaupuntidak secara ekspresif membuat poin inijelas, tetapi harus dipahami bahwa baik
trafficking internasional maupun
trafficking internal masuk dalam ruanglingkup perjanjian ini.Protokol trafficking tersebut telahditafsirkan hanya berlaku untuk kejahatantransnasional dan dilakukan oleh sebuahjaringan kriminal internasional. Dampakterbesar langsung dari penafsiran yangsempit ini adalah bahwa trafficking internaltidak selalu dianggap masuk dalam ruanglingkup tersebut.5. Definisi yang ada dalam Protokol
Trafficking tersebut mengklarifikasiperbedaan antara trafficking danpenyelundupan migrant karenapenyelundupan migrant tersebut diaturdalam sebuah protokol terpisah untukkonvensi tersebut.Bagi orang yang telah dewasa,
trafficking melibatkan elemen-elemenseperti paksaan, penipuan, kekerasan dankekerasan fisik dan/atau kekerasanpsikologis terhadap orang-orang yang tidakpernah memberikan izin atau, jika padaawalnya mereka memberikan izin, sehinggaizin tersebut diperoleh dengan carapenipuan. Sebaliknya penyelundupanmelibatkan para migran yang telah
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memberikan izin untuk diangkut ke negaralain. Perbedaannya adalah jikapenyelundupan adalah sebuah isu imigrasisedangkan trafficking adalah sebuah isu hakasasi manusia. Akan tetapi, kerentanan anak-anak yang diselundupkan seringmenyebabkan mereka diperdagangkan. Jikadiselundupkan lintas batas, maka merekabisa menemukan diri mereka diselundupkanke dalam sebuah jaringan trafficking, tidakbisa lari dan tidak memiliki akses terhadapnasihat atau perlindungan hukum.Jaringan perdagangan orang tidakbisa dipisahkan dari batas-batas Negara yangsemakin mudah dilintasi. Merekamempunyai jaringan lintas Negara yangterstruktur rapi dan sangat rahasiakeberaaannya. Dalam perkembangannya,perdagangan orang mencakup berbagaitujuan. Berbicara mengenai perkembangankejahatan trafficking yang saat ini tidak bisadipisahkan dari para pelaku trafficking itusendiri.Terkait dengan pelaku, di dalam ilmupengetahuan hukum pidana, orang telahberusaha memberikan penjelasan tentangsiapa yang harus dipandang sebagai pelakutindak pidana, dengan membuat definisitentang hal tersebut.Van Hamel mengartikan pelaku darisuatu tindak pidana itu dengan membuatsuatu definisi yang mengatakan antara lainbahwa pelaku suatu tindak pidana ituhanyalah dia, yang tindakannya ataukealpaannya memenuhi semua unsur daridelik seperti yang terdapat di dalamrumusan delik yang bersangkutan, baik yangtelah dinyatakan secara tegas maupun yangtidak dinyatakan secara tegas. Jadi, pelakuitu adalah orang yang dengan seorang diritelah melakukan sendiri tindak pidana yangbersangkutan.10
10 van Hamel, Inleiding tot de studie van
het Nederlandse Strafrecht, 1927, hal. 376 dalamP.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana
Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997),hal. 593. Dalam definisi yang diberikan oleh vanHamel, penting kiranya dicatat peringatan yangdiberikan oleh van Hamel yaitu bahwa seseorangyang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidakboleh semata-mata di dasarkan pada suatu
Simons telah merumuskanpengertian mengenai pelaku suatu tindakpidana adalah orang yang melakukan tindakpidana yang bersangkutan, dalam arti orangyang dengan suatu kesengajaan atau suatuketidaksengajaan seperti yang disyaratkanoleh undang-undang telah menimbulkansuatu akibat yang tidak dikehendaki olehundang-undang atau telah melakukantindakan yang terlarang atau mengalpakantindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalahorang yang memenuhi semua unsur suatudelik seperti yang telah ditentukan dalamsuatu undang-undang, baik itu merupakanunsur-unsur subjektif maupun unsur-unsurobjektif, tanpa memandang apakahkeputusan untuk melakukan tindak pidanatersebut timbul dari dirinya sendiri atautimbul karena digerakkan oleh pihakketiga.11Pompe berpendapat bahwa yangharus dipandang sebagai pelaku itu adalahsemua orang yang disebutkan di dalam pasal55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Halmana telah dikuatkan oleh memoripenjelasan di mana telah dikatakan bahwasemua orang yang telah disebutkan dalamPasal 55 Kitab Undang-Undang HukumPidana itu adalah pelaku.12Secara umum, para pakar hukumberpendapat bahwa pelaku adalah orangyang memenuhi unsur dari perumusan delik.Pelaku adalah orang yang memenuhi unsurdelik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsurobjektif. Umumnya pelaku dapat diketahuidari jenis delik, yaitu:13a. Delik formil, pelakunya adalah barangsiapa yang telah memenuhi perumusandelik dalam undang-undang;
anggapan, akan tetapi hal tersebut harus selaludibuktikan.11 Simons, Leerboek van het Nederlandse
Strafrecht, halaman 307, dalam Ibid, halaman 59412 Pompe, Handboek van het Nederlandse
Strafrecht, halaman 233, dalam Ibid, halaman 59513 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik
Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
halaman 78-79
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b. Delik materil, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yangdilarang dalam perumusan delik;c. Delik yang memuat unsur kausalitasatau kedudukan, pelakunya adalahbarang siapa yang memiliki unsurkedudukan atau kualitas sebagaimanayang dirumuskan.Pelaku dalam pengertian yang lebihluas adalah yang dimuat dalam M.v.Tpembentukkan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang antara lainmengutarakan, yang harus dipandangsebagai pelaku itu bukan saja mereka yangtelah menggerakkan orang lain untukmelakukan delik, melainkan juga merekayang telah menyuruh melakukan dan merekayang turut melakukan.14Ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pertama-tamamenyebutkan siapa yang berbuat ataumelakukan suatu tindak pidana secaratuntas. Sekalipun seorang seorang pelakubukan seorang yang turut serta, kiranyadapat dimengerti mengapa ia perlu disebut.Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yangturut serta atau terlibat dalam tindak pidanayang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku, sedangkancara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukanoleh keterkaitannya dengan tindak pidanayang dilakukan oleh pelaku (utama). Karenaitu, pelaku adalah orang yang memenuhisemua unsur delik (juga dalam bentukpercobaan dan persiapannya), termasuk biladilakukan lewat orang-orang lain ataubawahan mereka (terpikir di sini dalamkaitan dengan delik-delik fungsional.15R. Soeroso menjelaskan bahwa didalam Pasal 55 Kitab Undang-UndangHukum Pidana yang disebut dengan orang
14 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum
Pidana Indonesia, halaman 565, dalam Ibid15 Jan Remmelink, Hukum Pidana:
Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan
Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 2003), halaman 308
yang melakukan di sini dapat dibagi atas 4macam yaitu:16a. Orang yang melakukan.Orang ini adalah seseorang yangsendirian telah berbuat mewujudkan segalaanasir atau elemen dari peristiwa pidana.b. Orang yang menyuruh melakukan.Sedikitnya ada dua orang, yangmenyuruh dan disuruh. Jadi bukan orang itusendiri yang melakukan peristiwa pidana,akan tetapi ia menyuruh orang lain,meskipun demikian ia dipandang dandihukum sebagai orang yang melakukansendiri peristiwa pidana, akan tetapi iamenyuruh orang lain. Orang yang disuruh ituhanya merupakan suatu alat (instrument)saja, maksudnya ia tidak dapat dihukumkerena tidak dapat dipertanggungjawabkanatas perbuatannya.c. Orang yang turut melakukanTurut melakukan dalam arti katabersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnyaharus ada dua orang, ialah orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukanperistiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwakedua orang itu semuanya melakukanperbuatan pelaksanaan, jadi melakukananasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.Tidak boleh misalnya hanya melakukanperbuatan persiapan saja atau perbuatanyang sifatnya hanya menolong, sebab jikademikian maka orang yang menolong itutidak masuk sebagai orang yang turutmelakukan, akan tetapi dihukum sebagaiorang yang membantu melakukan.d. Orang yang dengan pemberian, salahmemakai kekuasaan, memakaikekerasan dan sebagainya dengansengaja membujuk melakukanperbuatan itu.Orang itu harus sengaja membujukorang lain, sedang membujuknya harusmemakai salah satu dari jalan-jalan sepertidengan pemberian, salah memakaikekuasaan dan sebagainya yang disebutkandalam pasal itu, artinya tidak boleh memakaijalan lain. Di sini seperti halnya denganmenyuruh melakukan sedikit-dikitnya harus
16 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor:Politeia, 1993), halaman 72-74
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ada dua orang, ialah orang yang membujukdan yang dibujuk, hanya bedanya padamembujuk melakukan, orang yang dibujukitu dapat dihukum juga seperti orang yangmelakukan sedang pada menyuruhmelakukan, orang yang disuruh itu tidakdapat dihukum.Manakala perdagangan manusiadibicarakan, pelaku perdagangan kerapdigambarkan sebagai bagian dari organisasikejahatan lintas batas yang terorganisasi.Meski gambaran ini mungkin saja benardalam sebagian kasus, banyak pelakuperdagangan yang juga jelas-jelas diketahuibukan bagian dari kelompok kejahatanterorganisasi; sebagian beroperasi secaraindependen, sementara sebagian lagimerupakan tokoh terhormat dalamkomunitas mereka. Setiap sektor di manaperdagangan terjadi juga memiliki kelompokaktornya sendiri di dalamnya. Sebagaimanatidak semua anak yang terlibat dalam sektor-sektor ini adalah korban perdagangan,demikian juga tidak semua aktor adalahpelaku perdagangan. Namun banyak darimereka yang menjadi pelaku perdagangandan sebagian mungkin terlibat langsungdalam perdagangan perempuan dan anakdan bahkan tidak menyadarinya. 17Pelaku perdagangan (trafficking)anak untuk tujuan seksual adalah agen, caloatau sindikat yang bertindak sebagai
trafficker. Para germo, majikan ataupengelola tempat hiburan adalah pengguna.Termasuk dalam kategori pengguna yaitulelaki hidung belang dan pedofil yangmengencani anak yang dipaksa melacur yangberasal dari korban perdagangan. Pelakuperdagangan (trafficking) anak untuk tujuanseksual tidak hanya melibatkan organisasikejahatan lintas batas tetapi juga melibatkanlembaga dan perorangan yang sering sekalitidak menyadari keterlibatannya dalamkegiatan perdagangan (trafficking) anakuntuk tujuan seksual.Anak-anak yang terlibat dalambentuk-bentuk kejahatan eksploitasi seksualkomersial bisa berakhir dalam sebuah sistem
17 Ruth Rosenberg, Perdagangan
Perempuan dan Anak di Indonesia, (Jakarta:American Center for International LaborSolidarity, 2003), halaman 23
peradilan dimana anak lebih diperlakuansebagai pelaku daripada korban. Bahkanlebih buruk lagi, dalam kasus trafficking(perdagangan) anak tujuk tujuan seksual jikaanak-anak berada di negara lain secaraillegal, maka anak-anak bisa ditangkap,ditahan atau bahkan dideportasi.Beralih ke dalam kasus pelacurananak, mengkriminalkan seorang anak yangterlibat dalam pelacuran memberikesempatan kepada orang-orang yangmengeksploitasi anak tersebut untukmenggunakan ancaman penuntutan tersebutuntuk memaksa anak yang bersangkutan.Disamping itu, anak-anak yang beresikoterhadap penuntutan sepertinya tidak inginmelaporkan kejahatan eksploitasi tersebutkepada aparat penegak hukum.18Terkadang, ada perdebatan bahwamenangkap atau menahan anak-anak yangdilacurkan dapat membantu mereka keluardari pelacuran dan terbebas dari mucikariatau germo mereka. Akan tetapi, hal inibiasanya hanyalah sebuah langkahsementara karena faktanya anak-anaktersebut kembali ke dunia pelacuran setelahmereka dibebaskan.Pada saat ini perdagangan orangmerupakan masalah yang menjadi perhatianluas di Asia bahkan seluruh dunia.Perdagangan orang terjadi hanyamenyangkut di dalam Negara Indonesia sajayaitu perdagangan orang antar pulau, tetapijuga perdagangan orang di luar NegaraIndonesia di mana terjadi perdaganganorang ke negara-negara lain. Maraknya issueperdagangan orang ini diawali dengansemakin meningkatnya pencari kerja baiklaki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk berimigrasi ke luar negeri gunamencari pekerjaan. Kurangnya pendidikandan keterbatasan informasi yang dimilikimenyebabkan mereka rentan terjebak dalamperdagangan orang. Berbagai penyebab yangmendorong terjadi hal tersebut di atas, diantaranya yang dominan adalah faktorkemiskinan, ketidaktersediaan lapangan
18 Alisdair A. Gillespie. A DivertingChildren Involved in Prostitution. Web Journal of
Current Legal Issues. 2007, dalam Koalisi NasionalPenghapusan Eksploitasi Seksual KomersialAnak, halaman 65
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kerja, perubahan orientasi pembangunandari pertanian ke industri serta krisisekonomi yang tidak berkesudahan.Menurut Sri Redjeki Sumaryoto yangpada waktu itu menjadi MenteriPemberdayaan Perempuan, tahun 2002,kondisi semacam ini telah menempatkanIndonesia masuk dalam peringkat ketigayang merupakan peringkat terburuk,sehingga Indonesia merupakan Negara yangdiasumsikan tidak dengan sungguh-sungguhmenangani masalah ini, tidak memilikiperangkat peraturan perundang-undanganyang dapat mencegah, melindungi, danmenolong korban, serta tidak memilikiperaturan perundang-undangan untukmelakukan penghukuman pelakuperdagangan orang. Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP) hanya memiliki satupasal saja, yaitu Pasal 297 yang mengatursecara eksplisit tentang perdaganganperempuan dan anak laki-laki, tetapiancaman hukumannya masih ringan.Perdagangan anak juga belum diantisipasioleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979tentang Kesejahteraan Anak, yangdimaksudkan untuk memberikanperlindungan hukum kepada anak dandinyatakan oleh US Departement of State
Publication 2005 bahwa Indonesia sebagaiNegara sumber dan transit perdaganganorang internasional, khususnya untuk tujuanseks komersial dan buruh anak di dunia.Dampak dari perdagangan orang iniIndonesia terancam dihentikan sleuruhbantuan kemanusiaan dari duniainternasional.19Sejak awal Indonesia telahmengkriminalisasikan perdagangan orangyang diatur dalam Pasal 297 KUHP, akantetapi karena perdagangan orang sudahberkembang menjadi kejahatantransnasional yang terorganisir, makadiperlukan adanya pembaharuan komitmenuntuk memerangi sebagaimana tertuang
19 Tubagus Rachmat Sentika, Fenomena
Perdaganga Perempuan dari Anak di Indonesia,Makalah disampaikan pada Temu Nasional AntiPerdagangan Orang dan Pengukuhan PresidiumNasional Mitra Gender dan Formatur DaerahMitra Gender, (Jakarta, 25 Januari, 2006), halaman1
dalam Keppres Nomor 88 Tahun 2002tentang Rencana Aksi Nasional PenghapusanPerdagangan Perempuan dan Anak dangugus tugas yang beranggotakan lintassektoral untuk implementasinya. Komitmennasional ini bertujuan tidak hanyamemerangi kejahatan perdagangan orangsaja, tetapi juga kepada akar masalahnyayaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan danketerampilan, kurangnya akses, kesempatandan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya.Usaha menanggulangi kejahatanperdagangan orang memerlukan sumberdaya yang besar dan waktu yang lama,apalagi perdagangan orang merupakankejahatan trans nasional yang terorganisir.Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsurpenyelenggara negara dan juga kerja samadengan negara-negara lain agar upaya-upayapenanggulangan perdagangan orang dapatberjalan dengan efektif. Adanya usahabersama diupayakan dengan lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, Keppres Nomor 59Tahun 2002 tentang Rencana Aksi NasionalPenghapusan Perdagangan Perempuan danAnak, serta aksi-aksi nyata dari sektor-sektorterkait, Lembaga Swadaya Masyarakat,organisasi kemasyarakatan, kepolisian, danlain-lain, maka pada akhir bulan Juni 2003Indonesia telah naik ke peringkat kedua, satutingkat lebih baik, ini awal yang baik darisebuah komitmen bangsa Indonesia.20Adapun data dari Bareskrim Polribahwa data kasus perdagangan orang adalahsebagai berikut : Tahun 2002 yang lapor 155kasus selesai 96 kasus selesai 30 kasus,tahun 2005 lapor 30 kasus selesai 8 kasus.21Di luar dari kasus-kasus yang terdata olehPolri ada juga kasus-kasus yang didata olehLSM dan organisasi masyarakat lainnya,tetapi tidak diteruskan ke pihak yangberwajib karena korban atau keluarganyamenganggap cukup diselesaikan di antara
20 Ibid, halaman 321 Makbul Padmanagara, Pengalaman
Polri dalam Menindak dan Menangani Kasus
Perdagangan Orang, Makalah disampaikan padaTemu Nasional Anti Perdagangan Orang danPengukuhan Presidium Nasional Mitra Genderdan Formatur Daerah Mitra Gender, (Jakarta, 25Januari, 2006), halaman 5
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mereka saja. Jadi, jumlah kasus perdaganganorang yang dilaporkan tersebut sangat sulituntuk dijadikan bahan analisis untuk melihatterjadinya penurunan atu kenaikan kasusselama tahun-tahun terakhir ini dapat jugaseperti gejala gunung es, di mana terlihatsedikit akan tetapi jumlah yang tidak terlihatsangat besar..Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawamanusia sejak lahir sebagai anugerah TuhanYang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadidasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Hak yang melekat padamanusia, yaitu hak hidup dengan selamat,hak kebebasan, dan hak kesamaan yangsifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapa punjuga.22 Perdagangan orang bertentangandengan hak asasi manusia karenaperdagangan orang melalui cara ancaman,pemaksaan, penculikan, penipuan,kecurangan, kebohongan danpenyalahgunaan kekuasaan serta bertujuanprostitusi, pornografi, kekerasan ataueksploitasi, kerja paksa, perbudakan ataupraktik-praktik serupa. Apabila salah satucara tersebut di atas terpenuhi, maka terjadiperdagangan orang yang termasuk sebagaikejahatan yang melanggar hak asasimanusia.Kejahatan trafficking juga terjadi diSumatera Utara. Sumatera Utara dijadikantempat transit sebelum korban diberangkatkan ke luar negeri seperti keMalaysia.23 Menurut laporan Pusat Informasidan Pengaduan Anak (PUSPA) terhitung daritahun 2005-2007 ada 93 (sembilan puluhtiga) kasus trafficking yang terjadi diSumatera Utara dan korban tersebut berusiarata-rata 02-18 tahun. Hal senada dikatakanoleh Evi dari Komisi Perlindungan AnakIndonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utarayang mengatakan bahwa adanya
22 Dardji Darnodiharjo, Orientasi Singkat
Pancasila, (Jakarta: Gita Karya, 1978), halaman68 23 http//www.waspada.online/, (diakses5 Januari 2013)
peningkatan kasus trafficking pada tahun2010 dibandingkan tahun 2009.24Kota Binjai juga tidak terlepas darikejahatan trafficking, tercatat perkara diPengadilan Negeri Binjai dari tahun 2010 s/d2011 sebagai berikut :
Tabel 1
Perkara Trafficking di Pengadilan Negeri
Binjai
Tahun 2010 s/d 2011No Tahun JumlahPerkara1 2010 12 2011 1Jumlah 2Sumber : Data Pengadilan Negeri BinjaiTahun 2013
II. Pengaturan Hukum Tentang
Trafficking di Indonesia.
1. Perdagangan Orang Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum PidanaPerdagangan orang adalah bentukmanusia modern dari “pembukaan manusia”.Perdagangan orang juga merupakan salahsatu bentuk perlakuan terburuk daripelanggaran harkat dan martabat manusia.Bertambah maraknya masalah perdaganganorang di berbagai Negara, termasukIndonesia dan Negara-negara yang sedangberkembang telah menjadi perhatianIndonesia sebagai bangsa, masyarakatinternasional, terutama PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB).25Ketentuan mengenai laranganperdagangan orang pada dasarnya telahdiatur didalam Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP:“Barang siapa dengan sengajamenyebabkan atau memudahkanperdagangan anak laki-laki yangbelum dewasa, diancam dengan
24 http//www.mediaindonesia.com/,(diakses 6 Januari 2013)25 Moh. Hatta, Tindak Pidana
Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek,(Yogyakarta: Liberty, 2012), halaman 5
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pidana penjara paling lama enamtahun.”Pasal 298 KUHP berbunyi :Ayat 1 : Dalam hal pemidanaan berdasarkansalah satu kejahatan dalam pasal281, 284, 290 dan 297 pencabutanhak-hak berdasarkan Pasal 35 No1-5 dapat dinyatakan.Ayat 2 : Jika yang bersalah melakukan salahsatu kejahatan berdasarkan pasal261, 297 dalam melakukanpencahariannya, maka hak untukmelakukan pencaharian itu dapatdicabut.Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakMenentukan larangan memperdagangkananak, menjual atau menculik anak itu sendiriatau dijual. Ketentuan dalam KUHPmemberikan sanksi hukum yang terlaluringan dan tidak seimbang dengan dampakyang ditimbulkan akibat kejahatanperdagangan orang, oleh karenanyadiperlukan undang-undang khusus tentangtidank pidana perdagangan orang yangmampu meyediakan landasan hukum materildan formil sekaligus. Guna tujuan tersebutmaka undang-undang khusus inimengantisipasi dan menjerat semua bentukeksploitasi yang mungkin terjadi dalampraktik perdagangan orang baik yangdilakukan antar wilayah dalam negerimaupun antar Negara dan oleh pelakuperorangan maupun korporasi, untukmelaksanakan protocol PBB tahun 2006tentang Pencegahan, Pemberantasan danPenghukuman terhadap Tidak PidanaPerdagangan Orang khususnya perempuandan anak-anak yang telah ditanda tanganipemerintah Indonesia.
2. Perkembangan Peraturan
Perundang-Undangan Perdagangan
Orang di Indonesia.Sebelum Undang-Undang Nornor 21Tahun 2007 tentang Pernberantasan TindakPidana Perdagangan orang disahkan,digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyiperdagangan wanita dan anak laki-laki yangbelum dewasa, diancam dengan pidanapenjara paling lama 6 tahun. Hanya pasal iniyang secara khusus menyebutkan
perdagangan orang walaupun hal itu punmasih sangat tidak lengkap dan belurnmengakomodasi perlindungan hukumterhadap perdagangan orang.26Secara makna pasal-pasal tentangperbudakan dibutuhkan lagi, dalam RUUKUHP dimunculkan kembali di manaperbuatan pidana yang disebut denganperbudakan itu disesuaikan dengan keadaansekarang dengan perbuatan pidanaperdagangan orang, yang terdapat dalarnBab XX Tindak pidana Kemerdekaan orang,Pasal 526 sampai dengan pasal 541 tentangperdagangan Orang.Menurut Undang-Undang Nomor 26Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak AsasiManusia bahwa perdagangan orangmerupakan salah satu pelanggaran HakAasasi Manusia termasuk kejahatanterhadap kernanusiaan. Dalam Pasal 9menyebutkan kejahatan kemanusiaan adalahsalah satu perbuatan yang dilakukan sebagaibagian dari serangan yang meluas atausistematis yang diketahuinya bahwaserangan tersebut ditujukan secara langsungterhadap penduduk sipil.Selain itu, lndonesia telahmenandatangani UN Convention
Trannational Organized Crimes bersertaprotokoinya yaitu Protokol to Prevenf,
Suppress and Punish Trafficking in Persons,
Especially Women and Children, dan Protokol
Againstthe Smuggling of Migrants by Land,
Sea and Air, pada Desember 2000 di Palermoltali, yang tentunya dalam rangka menyikapiadanya implikasi- implikasi hukum atastindakan perdagangan orang. Oleh karenaitu, pemerintah lndonesia bulan April 2007telah mensahkan undang-undang tindakpidana perdagangan orang.27Undang-undang No 21 Tahun 2007tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang dinyatakan bahwa:Berdasarkan Undang-undang No. 21Tahun 2007 tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang, bentukkejahatan eksploitasi seksual komersial anakberupa perdagangan (trafficking) anak untuktujuan seksual  diatur dalam pasal 2 yaitu:Pasal 2:
26 Farhana, Op.Cit, halaman 8527 Ibid, halaman 88
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(1) Setiap orang yang melakukanperekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman,pemindahan, atau penerimaanseseorang dengan ancamankekerasan, penggunaan kekerasan,penculikan, penyekapan, pemalsuan,penipuan, penyalahgunaankekuasaan atau posisi rentan,penjeratan utang atau memberibayaran atau manfaat walaupunmemperoleh persetujuan dari orangyang memegang kendali atas oranglain, untuk tujuan mengeksploitasiorang tersebut di wilayah  negaraRepublik Indonesia, dipidana denganpidana penjara paling singkat 3 (tiga)tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun dan pidana denda palingsedikit Rp120.000.000,00 (seratusdua puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp600.000.000,00 (enamratus juta rupiah).(2) Jika perbuatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)mengakibatkan orang tereksploitasi,maka pelaku dipidana dengan pidanayang sama sebagaimana dimaksudpada ayat (1).Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang, terdapatkata “untuk tujuan” sebelum frasamengeksploitasi orang menunjukkan bahwatindak pidana perdagangan orangmerupakan delik formil, yaitu adanya tindakpidana perdagangan orang cukup dengandipenuhinya unsur-unsur perbuatan yangsudah dirumuskan, dan tidak harusmenimbulkan akibat.Selain Pasal 2 Undang-undang No. 21Tahun 2007 tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang terdapatketentuan pidana lain di Undang-undangtersebut yaitu Pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5dan Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun2007. Di dalam Undang-undang No. 21Tahun 2007, terdapat penambahan ancamanpidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabilakorban menderita luka berat, gangguan jiwaberat, penyakit menular lainnya yang
membahayakan jiwanya, kehamilan, atauterganggu atau hilangnya fungsireproduksinya. Hal tersebut sesuai denganPasal 7 yang berbunyi:Pasal 7:(1) Jika tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6mengakibatkan korban menderitaluka berat, gangguan jiwa berat,penyakit menular lainnya yangmembahayakan jiwanya, kehamilan,atau terganggu atau hilangnya fungsireproduksinya, maka ancamanpidananya ditambah 1/3 (sepertiga)dari ancaman pidana dalam Pasal 2ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, danPasal 6.(2) Jika tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3,Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkanmatinya korban, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama penjara seumur hidup danpidana denda paling sedikitRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah).
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Perdagangan
Perempuan dan Anak.Pemerintah daerah ProvinsiSumatera Utara juga mengatur tentangperdagangan orang khususnya perdaganganperempuan dan anak yang diatur dalamPERDA No. 6 Tahun 2004. Defenisiperdagangan perempuan dan anak dalamPasal 1 huruf (o) PERDA Provinsi SumateraUtara No. 6 Tahun 2004 tentangPenghapusan Perdagangan Perempuan danAnak bahwa Perdagangan (Trafficking)Perempuan dan anak adalah tindak pidanaatau perbuatan yang memenuhi salah satuatau lebih unsur-unsur perekrutan,pengiriman, penyerahterimaan, perempuanatau anak dengan menggunakan kekerasanatau ancaman kekerasan, penipuan,penculikan, penyekapan, penyalahgunaankekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan,atau penjeratan hutang untuk tujuan dan
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atau berakibat mengeksploitasi perempuandan anak.
III. Penerapan Sanksi hukum terhadap
pelaku kejahatan trafficking di
Pengadilan Negeri Binjai.1. Pertimbangan Hakim TerhadapPenerapan SanksiDasar hukum dalam penerapansanksi hukum terhadap pelaku kejahatan diPengadilan Negeri Binjai adalah sesuaidengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun2007 tentang Tindak Pidana PerdaganganOrang. Pada Undang-undang tersebut diaturmengenai sanksi hukumnya. Majelis Hakimdalam pertimbangannya melihat faktahukum dan alat bukti serta unsur-unsurdakwaan yang diajukan Jaksa PenuntutUmum.282. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Perdagangan Orang.Pada dasarnya kepada seorangpelaku suatu tindak pidana harus dikenakansuatu akibat hukum. Akibat hukum itu padaumumnya berupa hukuman pidana atausanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenishukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Pidana pokok yang terdiri daripidana mati, pidana penjara, pidanakurungan, pidana denda, pidanatutupan;
b. Pidana tambahan terdiri daripencabutan hak-hak tertentu,perampasan barang-barang tertentu,dan pengumuman putusan hakim.Nilai dasar hukum, menurutnyaadalah kesamaan, kebebasan dan solidaritas.Adapun keadilan, kepastian dankemanfaatan disebut sebagai ciri-cirihukum.29 Secara konsepsional, maka inti danarti penegakan hukum terletak padakegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilaiyang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yangmantap dan mengejewantahkan sikap dantindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir
28 Wawancara dengan Endra Hermawan,selaku Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, padatanggal 20 Februari 201229 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum-Suatu
Tawaran Kerangka Berfikir, (Bandung: RefikaAditama, 2009), halaman 3
untuk menciptakan, memelihara danmempertahankan kedamaian pergaulanhidup.30Penegakan hukum yang dilakukansekarang cendrung mementingkan law and
order dan kurang berorientasi kepada
criminal justice science yang mementingkanharmonisasi dengan kepentinganmasyarakat.31Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak yangberkaitan dengan Tindak pidanaperdagangan orang (perdagangan anak)Pasal 83 disebutkan setiap orang yangmemperdagangkan, menjual atau menculikanak untuk diri sendiri atau untuk dijual,dipidana dengan pidana penjara paling lama15 tahun dan paring sedikit 3 tahun dandenda paring banyak Rp. 300.000.000,00dan paling sedikit Rp 60.000.000,00. AdapunPasal 88 disebutkan bahwa "setiap orangyang mengeksproitasi ekonomi atau seksualanak dengan maksud untuk menguntungkandiri sendiri atau orang lain dipidana denganpidana penjara paling lama 10 tahundan/atau denda paring banyak Rp200.000.000,00. Pasal tersebut hanyaterbatas pada anak yang dalam undang-undang tersebut, bahwa anak adalahberumur sebelunn berusia 18 tahuntermasuk anak yang masih daramkandungan. Undang-undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmemberikan ancaman hukuman yang cukupberat kepada pelaku perdagangan orang.Ancaman hukuman untuk pelakuperdagangan anak lebih berat dalamUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2007tentang Tindak Pidana Perdagangan Orangdaripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak. DalamPasal 17 disebutkan bahwa jika tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-UndangNomor 21 Tahun 2007 tentang TindakPidana Perdagangan Orang, dilakukan
30 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), halaman 531 Frans Hendra Winarta, Suara Rakyat
Hukum Tertinggi, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009),halaman 386
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terhadap anak, maka ancaman pidananyadiiambah sepertiga. Jadi, ancaman pidanapenjara paling singkat selama 4 tahun danpaling lama 20 tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp. 160.000.000,00 dan palingbanyak Rp. 800.000.000,00.
IV. Pertimbangan Hukum Terhadap
Pelaku Kejahatan Trafficking
Terhadap Putusan Nomor
277/Pid.B/2011/PN.BJ
1. Kronologis KasusSaksi korban disetubuhi oleh laki-lakibernama Iyan setelah sebelumnya terjadinegosiasi dengan terdakwa Erlina Alias Erlindengan harga Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah), terdakwa Erlina AliasErlin memberikan uang kepada saksi korbanNuraini sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh riburupiah) dari hasil melayani tamu tersebutdan saksi korban hanya sekali melayani tamulaki-laki untuk disetubuhi. BerdasarkanVisum et repertum nomor :353-1746 yangdibuat dan ditandatangani oleh Dr. AnwarAffandi Harahap, SpOG menunjukkan bahwaterjadi robekan lama sampai ke dasar padajam 11, 1, 5 dan 7 pada selaput dara SaksiKorban Nuraini.
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
a. Pertama, Perbuatan terdakwa diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2Undang-Undang Nomor 21 Tahun2007 tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang.
b. Kedua, Perbuatan terdakwa dandiancam pidana dalam Pasal 81Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Fakta HukumBerdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa serta barang buktimaupun bukti surat dimana antara satudengan lainnya saling bersesuaian sehinggadiperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
a. Bahwa benar pada hari Kamistanggal 17 Februari 2011 sekitarpukul 18.00 Wib saksi Poniseh AlsMembot bertemu dengan saksikorban Nuraini dan Juliana di
simpang Por Kantor Pos SatpamKecamatan Bahorok.
b. Bahwa benar saat itu saksi korbanNuraini dan Juliana minta tolongkepada saksi Poniseh untukmencarikan pekerjaan, lalu saksiPoniseh membawa Nuraini danJuliana kepada terdakwa Erlina AlsErlin pemilik cafe di Bukit Lawangkarena setahu saksi Poniseh bahwaterdakwa Erlina sedang butuhorang untuk bekerja di cafenya.
c. Bahwa benar terdakwa Erlina lalumenerima saksi korban Nuraini danJuliana bekerja di cafe miliknyasambil mengatakan pekerjaanmereka adalah melayani tamu-tamuyang datang minum di cafe.
d. Bahwa pernah sekali saksi korbanNuraini melayani tamu laki-lakibernama Iyan di dalam kamardalam cafe terdakwa Erlina denganbayaran sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
e. Bahwa uang tersebut telah diterimaterlebih dahulu oleh terdakwaErlina sebelum saksi korbanNuraini melayani tamu tersebut didalam kamar.
f. Bahwa terdakwa mengatakankepada saksi korban Nuraini untukuang sewa kamar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dan biayapakaian Nuraini Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sisanya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)akan diberikan kepada saksi korbanNuraini.
g. Bahwa saksi korban Nuraini danJuliana bekerja di cafe terdakwaErlina selama 2 (dua) hari, olehkarena saksi Yusniar orangtua saksikorban Nuraini datang ke BukitLawang untuk menjemput danmembawa pulang saksi korbanNuraini.
h. Bahwa berawal pada hari Minggutanggal 20 Februari 2011 saksi Susiada menghubungi saksi Ponisehdan menanyakan keberadaan saksikorban Nuraini lalu dijawab olehsaksi Poniseh bahwa Nuraini ada
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bekerja di cafe milik terdakwaErlina di Bukit Lawang.
i. Bahwa selanjutnya saksi Susimenyuruh saksi Poniseh agarmemberitahu kepada terdakwaErlina agar menyuruh saksi korbanNuraini dan Juliana pulang karenaorangtua Nuraini sudah sibukmencari Nuraini yang tidak pulang-pulang kerumah.
j. Bahwa berdasarkan hasil Visum EtRefertum Nomor : 353-1746 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Anwar Affandi Harahap, SpOG.Kesimpulan bahwa terjadi robekanlama sampai ke dasar pada jam 11,1, 5 dan 7 pada selaput dara saksikorban Nuraini.
4. Analisis HukumUntuk dapat dipidana makaperbuatan terdakwa haruslah memenuhiunsur-unsur dalam pasal dakwaanpertamayang adalah sebagai berikut:
a. Unsur setiap orang.
b. Unsur melakukan perekrutan,pengangkutan, penampungan,pengiriman, pemindahan ataupenerimaan seseorang, denganancaman kekerasan atau posisirentan, penjeratan utang ataumemberi bayaran atau manfaatwalaupun memperoleh persetujuandari orang yang memegang kendaliatas orang lain untuk tujuanmengeksploitasi.Terhadap kasus ini, unsur telahterpenuhi menurut hukum. Hal-hal yangmemberatkan:
a. Perbuatan terdakwa meresahkanmasyarakat dan tidak mendukungprogram pemerintah dalammemberantas Trafficking(Perdagangan Orang).
b. Perbuatan terdakwamengakibatkan trauma pada saksikorban Nuraini.Hal-hal yang meringankan:
a. Terdakwa belum pernah dihukum.
b. Terdakwa terus terang mengakuiperbuatannya dan berjanji tidakmengulangi lagi.
5. Pendapat HukumPutusan yang dikeluarkan MajelisHakim terhadap terdakwa yaitu pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dan dendasebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluhjuta rupiah) kurang tepat. Jika dilihat darifakta hukum, maka seharusnya MajelisHakim dapat menjatuhkan lebih dari 3 (tiga)tahun penjara kepada terdakwa.
V. PenutupBerdasarkan uraian di atas, makadapat dirumuskan beberapa kesimpulansebagai jawaban atas tiga permasalahanpenelitian,  yaitu sebagai berikut :1. Pengaturan hukum tentang tindakpidana perdagangan orang diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun2007 tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang. Salahsatunya diatur di dalam Pasal 2 ayat (1)yaitu: Setiap orang yang melakukanperekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman,pemindahan, atau penerimaanpenculikan, penyekapan, pemalsuan,penipuan, penyalahgunaan kekuasaanatau posisi rentan, penjeratan utangatau memberi bayaran atau manfaatwalaupun memperoleh persetujuan dariorang yang memegang kendali atasorang lain, untuk tujuanmengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia,dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 3 (tiga) tahun dan paling lama15 (lima belas) tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratusdua puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratusjuta rupiah).2. Penerapan Sanksi hukum terhadappelaku kejahatan trafficking diPengadilan Negeri Binjai. Dasar hukumdalam penerapan sanksi hukumterhadap pelaku kejahatan diPengadilan Negeri Binjai adalah sesuaidengan Undang-Undang Nomor 21Tahun 2007 tentang Tindak PidanaPerdagangan Orang. Dimana dalamUndang-undang tersebut diatur
Jurnal Mercatoria Vol. 7 No. 2/Desember 2014 ISSN No:1979-8652
123
mengenai sanksi hukumnya. MajelisHakim dalam pertimbangannya melihatfakta hukum dan alat bukti serta unsur-unsur dakwaan yang diajukan JaksaPenuntut Umum. Hambatan dalamproses persidangan tindak pidanaperdagangan orang tidak ada, tetapiMajelis Hakim mengupayakan menggaliketerangan saksi. Terkait peranmasyarakat, masyarakat masih banyakyang belum memahami mengenaiUndang-Undang tentang Tindak PidanaPerdagangan Orang.3. Pertimbangan hukum pada putusanadalah Putusan yang dikeluarkanMajelis Hakim terhadap terdakwa yaitupidana penjara selama 3 (tiga) tahundan denda sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) kurangtepat. Hal tersebut dikarenakan putusanyang diberikan Majelis Hakim masihrendah.Terhadap penerapan sanksi hukumkejahatan perdagangan orang (trafficking),perlu dilakukan beberapa hal, yaitu sebagaiberikut :1. Pemerintah harus melakukan sosialisasiterhadap Undang-Undang Nomor 21Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang. Haltersebut dikarenakan masyarakat masihbanyak yang belum mengerti akanundang-undang ini.2. Sanksi hukum yang diterapakan Hakimdi Pengadilan Negeri Binjai, perlumemperhatikan pemberianperlindungan terhadap korban, sepertiganti rugi dan lain sebagainya.3. Majelis Hakim dalam putusan diatasseharusnya lebih melihat asas kepastian,keadilan dan kemanfaatan dari hukumtindak pidana perdagangan orang.Karena apabila terdakwa yang jelasterbukti melakukan tindak pidanaperdagangan orang dihukum denganhukuman yang paling sedikit, tentunyatidak menimbulkan efek jera.4. Majelis Hakim yang memutuskanperkara tindak pidana perdaganganorang diharapkan tidak memilikiperasaan iba terhadap pelakunyaapabila  pelakunya adalah seorang
wanita atau ibu rumah tangga, haltersebut diharapkan agar putusannyadapat diputus setimpal denganperbuatan yang dilakukannya dansesuai dengan Undang-Undang Nomor21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang.
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